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ABSTRAK 

Kasus kekerasan oleh debt collector kembali menjadi perhatian setelah viralnya 

peristiwa pengeroyokan terhadap seorang pengacara hingga gegar otak. 

Fenomena ini menggambarkan buruknya praktik penagihan utang yang sering 

melibatkan kekerasan. Artikel ini menganalisis aspek hukum kekerasan oleh debt 

collector, khususnya terkait perlindungan korban dan pertanggungjawaban 

pelaku. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengacu 

pada peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan aturan penagihan utang. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan debt collector melanggar hukum 

pidana dan mencerminkan lemahnya pengawasan dari perusahaan pembiayaan. 

Penelitian ini merekomendasikan perbaikan regulasi dan penegakan hukum yang 

lebih efektif untuk mencegah terulangnya kasus serupa. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum bagi Pengacara  

ABSTRACT 

Cases of violence committed by debt collectors have again become a concern after 

the viral incident of beating a lawyer, resulting in a concussion. This phenomenon 

illustrates poor debt collection practices which often involve violence. This article 

analyzes the legal aspects of violence committed by debt collectors, especially 

regarding the protection of victims and the accountability of perpetrators. The 

approach used is normative juridical by referring to statutory regulations, such 

as the Criminal Code and debt collection regulations. The results of the analysis 

show that debt collectors' actions violate criminal law and reflect weak 

supervision of finance companies. This research recommends improving 

regulations and more effective law enforcement to prevent the recurrence of 

similar cases. 

 Keywords: Legal Protection For Lawyers 

 

PENDAHULUAN 

Perjanjian merupakan dasar hukum yang mengikat dua pihak untuk melaksanakan kewajiban 

yang telah di- sepakati (Syaputra et al., 2022). Dalam Pasal 1313 Kitab Un- dang-Undang Hukum 

Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang mengikat satu pihak terhadap pihak lain 

(Svinarky, 2021). Namun, dalam praktiknya, pelaksa- naan perjanjian, khususnya yang berkai- tan 

dengan utang piutang, sering kali memunculkan masalah hukum, salah satunya adalah tindak kekerasan 

yang dil- akukan oleh pihak ketiga, seperti debt col- lector (Tambunan & Tambunan, 2019). Kasus 

kekerasan yang melibatkan seorang pengacara yang dikeroyok oleh debt collector, meskipun pengacara 

terse- but tidak terlibat langsung dalam perjan- jian utang, menunjukkan adanya penya- lahgunaan 

kekuasaan dalam proses penagihan utang (Cahyani, 2023).  

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh debt collector dalam proses penagihan utang jelas 

melanggar ketentuan hukum pidana, khususnya dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), 

yang mengatur tindak pidana penganiayaan da- lam Pasal 351 dan pengeroyokan dalam Pasal 170 

(Insani, 2020). Tindakan tersebut tidak hanya merugikan debitur, tetapi juga pihak lain yang tidak 
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terlibat langsung dalam perjan- jian, seperti pengacara atau pihak ketiga (Insani, 2020). Oleh karena itu, 

perlu adanya perhatian serius terkait penegakan hukum terhadap praktik penagihan utang yang 

melibatkan kekerasan, untuk memberikan perlin- dungan  hukum  yang  lebih  baik  bagi korban dan 

mencegah terulangnya ke-  jadian serupa (F. P. Simanjuntak, 2019).    

Tinjauan Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis tindak pidana kekerasan yang dilakukan 

oleh debt collector dalam proses penagihan utang, khususnya yang melibatkan pengacara sebagai 

korban. Penelitian ini akan mengeksplorasi sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku 

kekerasan berdasarkan Kitab Un- dang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta mengkaji perlindungan 

hukum yang dapat diberikan kepada korban dalam ka- sus semacam ini. 

 

METODE 

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan data sekunder dengan 

menggunakan data yang telah diperoleh dari sumber yang telah ada. Pengumpulan data ini dilakukan 

dengan studi Pustaka untuk mencari teori yang relevan terhadap penelitian yang dilaksnakan. 

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan 

informasi (Ali, 2021). Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan 

pengamatan pada PT. Solusi Bangun Indonesia Plant Tuban. Data yang dibutuhkan yaitu: 

1. Data historis permintaan 

2. Data jumlah periode 

3. Data bobot yang di tetapkan 

4. Data pemulusan alfa 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tindak Pidana Kekerasan oleh Debt Collector terhadap Pengacara  

Kasus kekerasan yang dialami oleh seorang pengacara akibat pengeroyokan oleh debt collector 

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan sebagaimana diatur dalam 

KUHP. Berdasarkan Pasal 351 KUHP, penganiayaan merupakan perbuatan yang menyebabkan 

seseorang menderita luka fisik atau mental. Dalam hal ini, korban mengalami gegar otak, yang 

merupakan bentuk luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. Luka berat ini tidak hanya 

berdampak pada kesehatan fisik korban tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan jiwanya 

(VILLI, 2022). 

Selain itu, tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok debt collector dapat dijerat 

dengan Pasal 170 KUHP. Pasal ini mengatur tentang penggunaan kekerasan secara bersama-sama di 

muka umum terhadap seseorang yang berakibat pada luka-luka berat (Kurniawan, 2021). Dalam kasus 

ini, adanya unsur pengeroyokan menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan bukan tindakan 

individu semata, tetapi merupakan aksi kelompok yang memiliki niat untuk melukai korban.  

Tanggung Jawab Hukum bagi Pelaku Kekerasan  

Pelaku kekerasan dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 351 

ayat (2) atau (3) KUHP dan Pasal 170 ayat (2) KUHP, tergantung pada tingkat luka yang diderita 

korban. Jika luka yang dialami tergolong berat, maka ancaman pidana bagi pelaku dapat mencapai 5 

hingga 9 tahun penjara. Hukuman ini diperberat apabila terbukti bahwa tindakan tersebut dilakukan 
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dengan sengaja dan mengakibatkan korban menderita luka berat yang mempengaruhi kehidupannya 

secara permanen (Marditia & Widjaja, 2022).  

Selain tanggung jawab pidana bagi pelaku individu, pihak yang mempekerjakan debt collector 

juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Hal ini berdasarkan prinsip respondeat 

superior, yaitu atasan bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya selama tindakan tersebut 

dilakukan dalam rangka menjalankan tugasnya. Dengan demikian, perusahaan pembiayaan atau 

lembaga yang mempekerjakan debt collector dapat diminta untuk memberikan ganti rugi kepada korban 

atas kerugian yang dideritanya.  

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Praktik Penagihan Utang  

Tindakan kekerasan dalam proses penagihan utang juga merupakan pelanggaran terhadap hak 

asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan penyiksaan. Dalam 

kasus ini, tindakan debt collector yang menganiaya korban hingga mengalami gegar otak dapat 

dikategorikan sebagai tindakan yang merendahkan martabat manusia (B. Simanjuntak & Amboro, 

2021).  

Selain itu, dalam konteks profesi, pengacara memiliki hak untuk menjalankan tugasnya tanpa 

ancaman atau kekerasan. Perlindungan terhadap profesi advokat juga diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjamin kebebasan pengacara dalam menjalankan  

tugasnya tanpa intimidasi atau ancaman fisik. Oleh karena itu, tindakan kekerasan terhadap seorang 

pengacara dalam menjalankan tugasnya dapat dianggap sebagai bentuk penghambatan terhadap 

sistem peradilan yang adil dan berimbang.  

Perlunya Penguatan Regulasi dan Pengawasan terhadap Debt Collector  

Kasus ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap 

praktik penagihan utang yang melibatkan debt collector. Saat ini, kode etik bagi debt collector telah 

diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun masih banyak pelanggaran yang terjadi 

di lapangan. Oleh karena itu, beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah kasus serupa di 

masa depan meliputi:  

1. Peningkatan Pengawasan oleh OJK dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan – Perusahaan pembiayaan 

harus bertanggung jawab atas tindakan debt collector yang mereka pekerjakan. OJK perlu 

memperketat aturan terkait mekanisme penagihan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang 

berujung pada kekerasan.  

2. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas – Aparat penegak hukum harus bertindak cepat dalam 

menangani kasus kekerasan oleh debt collector. Hukuman berat terhadap pelaku dapat menjadi efek 

jera bagi praktik serupa di masa depan.  

3. Pelatihan dan Sertifikasi bagi Debt Collector – Hanya debt collector yang telah mendapatkan 

pelatihan dan sertifikasi resmi yang boleh beroperasi. Ini akan memastikan bahwa mereka 

memahami batasan hukum dalam praktik penagihan utang.  

4. Perlindungan Hukum bagi Korban – Korban kekerasan oleh debt collector harus mendapatkan akses 

yang mudah untuk melaporkan kasusnya dan memperoleh perlindungan hukum.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap seorang pengacara yang 

dikeroyok oleh debt collector, yang mengakibatkan gegar otak,  sesuai  dengan  laporan  yang 

ditemukan di radarpena.disway.id, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan dan 

pengeroyokan berdasarkan Pasal 351 dan Pasal 170 KUHP, dengan pelaku yang dapat dikenakan sanksi 

pidana yang lebih berat mengingat dampak serius terhadap korban. Selain itu, jika kekerasan ini terjadi 

dalam konteks hubungan kerja atau atas perintah pihak tertentu, perusahaan yang mempekerjakan debt 

collector dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan prinsip respondeat superior. 
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Tindakan ini juga melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengingat kekerasan yang mengakibatkan cedera serius pada korban 

merupakan pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan terhadap praktik penagihan utang yang melibatkan 

debt collector masih lemah, yang memerlukan penguatan regulasi, kode etik, dan mekanisme 

pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Selain itu, 

penegakan hukum yang lebih tegas dan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelaku diharapkan 

dapat memberikan efek jera dan mencegah kekerasan lebih lanjut dalam praktik penagihan utang.  

 

 

 
Gambar 1 

 kondisi Adv korban  

  

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus kekerasan yang melibatkan seorang pengacara yang 

dikeroyok oleh debt col- lector hingga mengalami gegar otak, dapat disimpulkan bahwa tindakan 

tersebut me- menuhi unsur tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan sebagaimana diatur da- lam 

Pasal 351 dan Pasal 170 Kitab Un- dang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan tersebut berpotensi 

dikenakan sanksi pidana yang lebih berat mengingat dampak serius terhadap korban, yang tidak hanya 

berupa luka fisik, tetapi juga gangguan pada fungsi otak yang mengan- cam keselamatan jiwa. Selain 

itu, apabila tindakan kekerasan ini terjadi dalam konteks hubungan kerja atau atas perintah pihak 

tertentu, perusahaan yang mempekerjakan debt collector dapat dimintai pertanggungjawaban secara 

perdata melalui prinsip respondeat supe- rior, yang menempatkan tanggung jawab pada pemberi 

perintah atau pihak yang mempekerjakan. Lebih lanjut, tindakan kekerasan ini juga merupakan pelang- 

garan terhadap hak asasi manusia, khu- susnya hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang 

merendahkan marta- bat manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia.  

Penelitian ini mengidentifikasi adanya kelemahan dalam pengawasan ter- hadap praktik 

penagihan utang yang meli- batkan debt collector, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum 

dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diper- lukan penguatan regulasi yang mengatur kode etik debt 

collector serta peningkatan mekanisme pengawasan yang lebih efek- tif. Penegakan hukum yang lebih 

tegas ter- hadap pelaku kekerasan dan peningkatan perlindungan hukum bagi korban menjadi langkah 

krusial dalam mencegah teru- langnya kasus serupa di masa depan. Pen- guatan sistem hukum dan 

peraturan yang ada diharapkan dapat menciptakan iklim penagihan utang yang lebih adil dan 
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manusiawi, sekaligus menjaga integritas serta perlindungan hak individu dalam kerangka hukum yang 

berlaku.   
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